
 

 

 

 

MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 
PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

NOMOR : 33/Permentan/OT.160/6/2009 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL RUMPUN 
ILMU HAYAT PERTANIAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERTANIAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 293/Kpts/OT.210/4/2002 telah ditetapkan 
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsonal 
Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian; 

 b. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap pejabat fungsional Rumpun 
Ilmu Hayat Pertanian serta untuk mendukung 
kelancaran tugasnya perlu meninjau kembali 
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Rumpun Ilmu Hayat Pertanian; 
 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3041) juncto Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 



 

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 
tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik 
Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 
Tahun 2005; 

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 
Negara Republik Indonesia; 

9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 

10. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 
57/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan 
Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka 
Kreditnya; 

11. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 59/KEP/MK.WASPAN/9/ 
1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner 
dan Angka Kreditnya; 

12. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 60/KEP/MK.WASPAN/9/ 
1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik 
Veteriner dan Angka Kreditnya; 

13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang 
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan  
Aparatur Negara Nomor 61/KEP/MK.WASPAN/9/ 



 

1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit 
Ternak dan Angka Kreditnya; 

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan  
Aparatur Negara Nomor KEP/31/M.PAN/3/2004 
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan 
dan Angka Kreditnya; 

15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan  
Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil 
Pertanian dan Angka Kreditnya; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian  
dan Angka Kreditnya; 

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor PER/10/MENPAN/5/2008 
tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme 
Pengganggu Tumbuhan  dan Angka Kreditnya; 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ 
OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007; 

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
341/Kpts/OT.140/ 9/2005 tentang Kelengkapan 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian 
juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
12/Permentan/ OT.140/1/2007; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG 
PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
FUNGSIONAL RUMPUN ILMU HAYAT PERTANIAN 

 
 

Pasal 1 
 

  Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Rumpun Ilmu Hayat Pertanian seperti tercantum pada 
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

 
 
 



 

 
 

Pasal 2 
 

  Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 
Rumpun Ilmu Hayat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 sebagai dasar untuk pembinaan karier, 
peningkatan profesionalisme, efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi 
Calon Pejabat Fungsional/Pejabat Fungsional 
Rumpun Ilmu Hayat Pertanian. 

 
 

Pasal 3 
 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka 
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
293/Kpts/OT.210/4/2002 dinyatakan dicabut dan tidak 
berlaku lagi. 

 
 

Pasal 4 
 

  Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 
     Ditetapkan di Jakarta 
     pada tanggal 25 Juni 2009 
  

MENTERI PERTANIAN, 
 
            ttd 
      

  ANTON APRIYANTONO  
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 7 Agustus 2009 
 
MENTERI HUKUM DAN HAM 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd 
 

ANDI MATTALATTA 
 
 



 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 246 


